
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni yang terletak di 

Provinsi Banten dan Lampung adalah pelabuhan umum yang melayani 

penyeberangan antara ujung barat pulau Jawa dengan ujung selatan pulau 

Sumatra.1 Penyeberangan Merak-Bakauheni adalah penyeberangan terpadat 

di Indonesia bahkan di kawasan Asia yang menyebabkan banyaknya pelaku 

usaha di dalam kegiatan usaha untuk mencari keuntungan.2 Penyeberangan 

Merak-Bakauheni merupakan kegiatan usaha yang strategis untuk mencari 

keuntungan, karena setiap harinya penyeberangan tersebut tidak pernah sepi 

sehingga perusahaan kapal penyeberangan akan selalu mendapatkan 

konsumen untuk mencari keuntungan, tetapi karena banyaknya pelaku usaha 

dalam pasar yang bersangkutan kerap terjadi indikasi persaingan usaha tidak 

sehat untuk memperebutkan dan atau mempertahankan poisisi dominan. 

Persaingan usaha yang tidak sehat dapat menyebabkan timbulnya praktik 

monopoli dimana pasar hanya dikuasai  oleh satu pelaku usaha.3 Praktik 

persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di dalam Pelabuhan Merak-

Bakauheni adalah penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar yang 

                                                           
 1Danny Faturachman, dkk, ”Analasis Keselamatan Transportasi Penyeberangan Laut Dan 
Antisipasi Terhadap Kecelakaan Kapal di Merak-Bakauheni”,Vol 3, Nomor 1, 2015, hal.16 
 2Fitriyani Asoliha. ”Evaluasi Aktivitas Operasional Penyeberangan Lintas Merak-
Bakauheni”, Skripsi, Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2015, hal. IV-2 
 3 Irwan Sugiarto,”Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diksriminasi Harga”, Vol 
33, Nomor 2, September 2015, hal.155 



 

 

diduga dilakukan oleh PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 

(Persero) selaku posisi dominan di pasar jasa kapal penyeberangan Merak-

Bakauheni. 

  Dalam pasar penyeberangan Merak-Bakauheni PT. Angkutan 

Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) memiliki posisi dominan dan 

selain itu ada pelaku usaha lain di pasar bersangkutan yang merupakan 

perusahaan swasta yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Angkutan 

Sungai Danau dan Penyeberangan yang selanjutnya disebut sebagai 

GAPASDAP. Adanya dugaan terhadap PT. Angkutan Sungai Danau dan 

Penyeberangan (Persero) melakukan penyalahgunaan posisi dominan dan 

penguasaan pasar sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Larangan Praktik Monopoli 

karena PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) melakukan 

penguasaan pasar didalam Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan4 Merak-

Bakauheni yang dimana pelaku usaha lainnya tidak dapat menggunakan akses 

terhadap dermaga tersebut dan juga Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak-

Bakauheni merupakan essential facilities yang ada di Pelabuhan Merak-

Bakauheni, pelaku usaha yang memiliki akses terhadap essential facilities 

menutup akses bagi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan  essential 

                                                           
 4 Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2017 Pelabuhan adalah 
tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 
kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat 
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran 



 

 

facilities tersebut.5 Pelaku usaha lainnya sudah mencoba untuk menggunakan 

akses terhadap Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak-Bakauheni tetapi tidak 

ada yang dapat menggunakan akses tersebut karena adanya beberapa 

hambatan. PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) dapat 

mengontrol jadwal penyeberangan di Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak-

Bakauheni karena PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) 

merupakan pelaku usaha tunggal di dermaga tersebut, berbeda dengan 

dermaga lainnya yang jadwal penyeberangan diatur oleh Badan Pengelolaan 

Transportasi Darat dan Ship Traffic Centre. 

  GAPASDAP memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan 

usaha angkutan sungai,danau dan penyeberangan yang sehat, dinamis dan 

berkembang sesuai dengan asas pemerataan kesempatan berusaha serta kerja 

sama yang serasi antar-usaha negara, koperasi dan swasta sehingga dapat 

menunjang pembangunan nasional di berbagai sektor dan daerah.6 

GAPASDAP mempunyai fungsi sebagai tempat untuk melapor jika adanya 

persaingan usaha tidak sehat dan GAPASDAP bisa melakukan mediasi antar 

perusahaan yang bersengketa. Banyak perusahaan swasta yang menganggap 

GAPASDAP ini tidak berfungsi dengan baik karena dapat memihak kepada 

salah satu pihak yang mempunyai posisi dominan dan memenangkan pihak 

tersebut sehingga kenetralan dalam bermediasi menjadi pertanyaan tersendiri 

bagi perusahaan-perusahaan swasta, lagipula perusahaan-perusahaan swasta 

                                                           
 5 Redi Ramadhan, ”Karakteristik Essential Facilities Dalam Perspektif Hukum Persaingan 
Usaha di Indonesia”. Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2014 
 6<https://kompas.id/baca/utama/2019/06/17/gapasdap-keberatan-soal-mandatori-
b30/>, diakses pada 16 May 2020 pukul 21:24 

https://kompas.id/baca/utama/2019/06/17/gapasdap-keberatan-soal-mandatori-b30/
https://kompas.id/baca/utama/2019/06/17/gapasdap-keberatan-soal-mandatori-b30/


 

 

mempunyai kewajiban untuk membayarkan uang kepada GAPASDAP 

sebagai iuran untuk  GAPASDAP ini agar dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik dan juga supaya GAPASDAP ini tetap ada untuk pihak ketiga 

jika ada persengketaan antar pelaku usaha di pasar bersangkutan. Walaupun 

pelaku usaha lain yang tergabung dalam GAPASDAP masih kurang percaya 

akan kenetralan GAPASDAP dalam memberikan mediasi terhadap kedua 

belah pihak yang bersengketa, tetapi hanya GAPASDAP yang memberikan 

harapan dalam melaporkan adanya persiangan usaha tidak sehat dan indikasi 

praktik monopoli oleh PT.Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 

(Persero) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha walaupun laporan 

tersebut belum ditanggapi oleh PT.Angkutan Sungai Danau dan 

Penyeberangan (Persero) harus diberikan apresiasi keberanian GAPASDAP 

dalam melaporkan laporannya tersebut, dengan adanya laporan tersebut 

pelaku usaha lain berharap mendapatkan keadilan dalam penggunaan fasilitas 

strategis yang ada di Pelabuhan Merak-Bakauheni. 

  Dalam perspektif ekonomi, posisi dominan adalah posisi yang 

ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar.7 Berdasarkan 

Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan 

Usaha Tidak Sehat dan Larangan Praktik Monopoli mendefinisikan posisi 

dominan sebagai keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing 

yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang 

                                                           
 7 Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, dkk, ”Hukum Persaingan 
Usaha Buku Teks”, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hal. 233 



 

 

dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya 

di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, 

kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk 

menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Dalam hal 

ini dapat dikatakan posisi dominan dikuasai oleh PT. Angkutan Sungai Danau 

dan Penyeberangan (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. 

PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) mempunyai pangsa 

pasar yang lebih atau dapat dikatakan dominan dalam penyeberangan Merak 

Bakauheni karena Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak-Bakauheni hanya 

dapat diakses oleh PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) 

dan pelaku usaha lain di pasar bersangkutan tidak dapat memasuki dermaga 

tersebut sehingga pengaturan trip dan pengaturan dermaga tersebut diatur oleh 

PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) sehingga dapat 

mengambil keuntungan yang banyak dan mempunyai fasilitas strategis bagi 

persuhaannya sendiri. Posisi dominan tidak dilarang sepanjang pelaku usaha 

tersebut mencapai posisi dominanya dilakukan atas kemampuannya sendiri 

dengan cara yang dibenarkan,8 terkadang negara memberikan kewenangan 

posisi dominan untuk memonopoli suatu pasar yang bersangkutan, contohnya 

adalah Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Listrik Negara mempunyai 

posisi dominan dan hak untuk memonopoli pasarnya yaitu penyediaan listrik 

                                                           
 8 Dinda Ramadhany, ”Harmonisasi Pengaturan Posisi Dominan Dalam Asean Economic 
Community Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usah. Skripsi, Surabaya: Universitas 
Airlangga, 2015, hal. 31 



 

 

bagi banyak orang, biasanya hak memonopoli ini diberikan jika menyangkut 

kebutuhan masyarakat banyak.9  

  Yang menjadi masalah adalah jika adanya penyalahgunaan posisi 

dominan. Penyalahgunaan posisi dominan kerap sering terjadi didalam suatu 

pasar usaha. Penyalahgunaan posisi dominan telah diatur di dalam Pasal 19 

dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. 

PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) memiliki posisi 

dominan, dan juga PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) 

melakukan penyalahgunaan posisi dominan serta penguasaan pasar 

berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Larangan Praktik Monopoli hal ini dapat 

dibuktikan karena pada dermaga 6 eksekutif yang mana dermaga tersebut 

mempunyai essentials facilities. Essential facillites akan diterangkan lebih 

lanjut di bab berikutnya. 

  PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) melarang 

perusahaan swasta lainnya untuk memasuki dermaga tersebut tanpa alasan 

yang jelas. Pada bulan April 2019 Perusahaan swasta yang diwakili oleh 

GAPASDAP telah mengajukan keberatan pada pihak PT. Angkutan Sungai 

Danau dan Penyeberangan (Persero) tentang indikasi praktik monopoli yang 

dilakukan oleh PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) 

sebagai posisi dominan dalam pasar yang bersangkutan. Walaupun telah 

                                                           
 9 Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, dkk, Hukum Persaingan 
Usaha: Antara Teks & Konteks, (Indonesia: Deuthsche Gesselschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009), hal.129 



 

 

diajukan keberatan, tidak ada perubahan yang ditunjukan dalam dermaga 6 

eksekutif Pelabuhan Merak-Bakauheni masih sama saja dermaga tersebut 

dikuasai oleh PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero). 

  Penyalahgunaan posisi dominan dari PT. Angkutan Sungai Danau 

dan Penyeberangan (Persero) dikarenakan adanya penguasaan pasar di 

Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak-Bakauheni sehingga karena adanya 

penguasaan pasar tersebut terindikasi adanya praktik monopoli berdasarkan 

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha 

Tidak Sehat dan Larangan Praktik Monopoli yang dilakukan oleh PT. 

Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero). Lembaga kenegaraan 

yang dapat menyelesaikan suatu sengketa perkara persaingan usaha ini adalah 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

merupakan instansi pemerintahan yang dibentuk untuk mengawasi segala 

bentuk persaingan usaha. Persaingan usaha sehat ataupun tidak sehat dan juga 

penetapan posisi dominan merupakan kewenangan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha yang memberikannya10. Pengawasan terhadap persaingan 

usaha di Pelabuhan Merak-Bakauheni masih minim, kegiatan usaha dilarang 

yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ataupun praktkik 

monpoli masih dapat terjadi. Kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan 

posisi dominan ini di dampakan pada pesaing usaha lainnya yaitu perusahaan-

perusahaan swasta yang ikut andil dalam pasar yang bersangkutan. Kerugian 

                                                           
 10 Drs. Suharsil dan Prof. Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hal. 11 



 

 

yang dimaksud merupakan kerugian bersifat materil karena jumlah trip dan 

muatan itu tidak sama porsinya dengan pihak posisi dominan. 

  Jika terjadinya penyalahgunaan posisi dominan, pihak yang 

dirugikan akibat adanya penyalahgunaan posisi dominan dapat melaporkan 

kerugian kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya 

disebut sebagai KPPU. KPPU dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan 

menindaklanjuti adanya praktek monopoli dan untuk menciptakan iklim 

persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha di Indonesia,11 Dan 

juga KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintahan serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada 

presiden.12 Dalam hal ini GAPASDAP menampung seluruh laporan dari 

pelaku usaha di pasar bersangkutan yang selanjutnya diteruskan menjadi 

laporan indikasi persaingan usaha tidak sehat kepada KPPU. GAPASDAP 

telah melaporkan indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat kepada KPPU 

dan juga Ombudsman RI, dalam surat bernomor 026/DPP-

GAPASDAP/IV/2019 berisikan laporan dari GAPASDAP atas dugaan 

persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Angkutan Sungai Danau 

dan Penyeberangan (Persero).13 

  Dermaga merupakan suatu bangunan pelabuhan yang digunakan 

untuk merapat dan menambatkan kapal yang akan melakukan bongkar muat 

                                                           
 11 Dewa Ayu Reninda Suryanitya dan Ni Ketut Sri Utari,”Kedudukan Komisi Persaingan 
Usaha (KPPU) Sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Yang Independen”, Vol 4, Nomor 3, 
April 2016 
 12 Suyud Margono, “Hukum Anti Monopoli”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 136 
 13<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190411/98/910782/jalan-tengah-kemenhub-
mental-pengusaha-laporkan-kasus-asdp-ke-kppu>, diakses Pada 31 May 2020, Pukul 22:19 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190411/98/910782/jalan-tengah-kemenhub-mental-pengusaha-laporkan-kasus-asdp-ke-kppu
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190411/98/910782/jalan-tengah-kemenhub-mental-pengusaha-laporkan-kasus-asdp-ke-kppu


 

 

barang dan menaik-turunkan penumpang14. Dalam Pelabuhan Merak-

Bakauheni terdapat 7 dermaga yang berfungsi untuk melayani konsumen 

supaya dapat memasuki kapal penyeberangan. Dermaga 1,2,3,4,5 dan 7 

memiliki fasilitas yang sama tetapi didalam dermaga 6 memiliki fasilitas yang 

berbeda. Dermaga 6 yang merupakan fasilitas strategis di Pelabuhan Merak-

Bakauheni memiliki fasilitas ruang tunggu, jalur penyeberangan dan gedung 

yang mewah. Seperti yang dijelaskan Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak-

Bakauheni hanya dapat diakses oleh PT. Angkutan Sungai Danau dan 

Penyeberangan (Persero) selaku posisi dominan di pasar bersangkutan. 

Konsumen Pelabuhan Merak-Bakauheni merupakan kendaraan roda 2 sampai 

truck, harga tarif setiap kendaraan dari roda 2 sampai truk berbeda-beda. 

Setiap kapal yang menggunakan dermaga harus bayar terhadap jasa dermaga 

yang dipakai, harga tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan 

Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhan yang selanjutnya disebut 

sebagai Permen Nomor 72 Tahun 2017.  

  Sesuai dengan apa yang telah diuraikan berdasarkan pasal 19 dan 

Pasal 25 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha 

Tidak Sehat dan Larangan Praktik Monopoli bahwa PT. Angkutan Sungai 

Danau dan Penyeberangan (Persero) pemilik posisi dominan dapat diduga 

melakukan penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar. Pasal 19 

                                                           
 14 Bagus Deddy Andri Suharto, ”Perencanaan Dermaga Bongkar Muat PLTU Cilacap. 
Tugas akhir, (Semarang: Universitas Diponegoro,2006), hal. II-1 



 

 

dan Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar 

kaan menjadi fokus penelitian untuk membuktikan PT. Angkutan Sungai 

Danau dan Penyeberangan (Persero) Melanggar Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Larangan Praktik 

Monopoli. Penulisan ini bertujuan untuk mencari tahu tentang persaingan 

usaha tidak sehat yang ada didalam pasar penyeberangan Merak-Bakauheni. 

Maka dari itu teori dan penjelasan lebih lanjut akan dijabarkan di bab-bab 

berikutnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

  Apakah perilaku bisnis PT. Angkutan Sungai Danau dan 

Penyeberangan (Persero) berupa penggunaan eksklusif Dermaga 6 Pelabuhan 

Merak-Bakauheni serta praktik pengembalian uang (Cashback) dapat diduga 

melanggar Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Larangan Praktik Monopoli? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

  Tujuan penulisan ini yang pertama adalah menemukan 

penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh pihak PT. Angkutan 

Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) atau badan lainnya dalam 

Pelabuhan Merak yang mengatur jadwal kapal penyeberangan dan 

membuktikan bahwa penyalahgunaan posisi dominan ini adalah hal yang salah 

dan harus diberhentikan dan yang kedua adalah praktik monopoli di dermaga 



 

 

6 yang dilakukan oleh PT. Anguktan Sungai Danau dan Penyeberangan 

(Persero) yang membuat adanya iklim persaingan usaha tidak sehat dan juga 

membuat kerugian bagi perusahaan kapal lainnya dan dengan tujuan 

dibentuknya penulisan ini supaya praktik tersebut tidak dilanjutkan kembali. 

Dalam tujuan penulisan ini diharapkan menemukan titik terang antara pihak 

swasta dan pihak negeri dalam mengelola penyeberangan Merak Bakauheni 

sehingga tidak terjadi kesalahpahaman lagi dan tidak terjadi hal-hal yang 

merugikan salah satu pihak atau kedua pihak yang bersangkutan. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

1.4.1 Manfaat teoritis 

 Penelitian ini sangat erat hubungannya dengan mata kuliah hukum 

persaingan usaha, yang dimana membahas tentang praktik monopoli dan 

juga penyalahgunaan posisi dominan di negara yang mana akan dapat lebih 

membantu bagi pembelajaraan hukum persaingan usaha dan juga dapat 

mengidentifikasi perusahaan-perusahaan lain yang melakukan 

penyalahgunaan posisi dominan atau dugaan praktik monopoli yang dapat 

merugikan perusahaan lainnya. 

1.4.2 Manfaat praktis 

 Manfaat bagi perusahaan, bagi perusahaan swasta di bidang kapal 

penyeberangan Merak-Bakauheni akan dapat memperoleh standar hukum 

yang lebih jelas. Bagi PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 

(Persero) manfaatnya adalah mengetahui batasan-batasan wewenang yang 



 

 

diberikan oleh pemerintah dan juga dapat menggunakan posisi dominannya 

lebih baik. Manfaat bagi penulis adalah sebagai syarat kelulusan 

perkuliahan dan menambah wawasan serta membantu pihak-pihak terkait. 

 

1.5 Sistematika penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis menguraikan; 1. Latar belakang dari penelitian penulisan 

makalah ini, 2. Rumusan masalah yang akan dikaji, 3. Tujuan penelitian dari 

penulisan makalah ini, 4. Manfaat penulisan, dan 5. Sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, penulis mencoba menguraikan; 1. Landasan teoritis dimana 

pengertian dan definisi dari judul makalah ini dapat diartikan dari sudut 

pandang dan teori-teori menurut para ahli. Serta dilanjuti dengan 2. Landasan 

konseptual yang juga mengartikan konsep yang dipakai atau pengertian-

pengertian yang ada dalam perundang-undangan khususnya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tetang persaingan usaha. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari kerangka pemikiran, sumder data, jenis data dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai jawaban 

dari pertanyaan atau rumusan masalah yang akan dikaji yang tercantum pada 



 

 

BAB I. Penulis menjabarkan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yaitu 

bagaimana standar hukum di Pelabuhan Merak untuk mengisi setiap dermaga 

yang ada dan bagaimana praktek monopoli PT. Angkutan Sungai Danau dan 

Penyeberangan (Persero) di dermaga 6 dan apa sikap perusahaan swasta 

terhadap masalah tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini, Penulis mencoba untuk menarik kesimpulan yang kiranya dapat 

memberikan gambaran singkat dari hasil analisa yang telah Penulis uraikan 

pada bab-bab sebelumnya. 

 


